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GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

    NOMOR 06 TAHUN 2010
TENTANG

DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,
	Menimbang
	:
	a.
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Barat;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Sumbewr Daya Air Provinsi Sulawesi Barat.

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

	
	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Ait Tawar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

	
	
	12.
	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

	
	
	13.
	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;

	
	
	14.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;

	
	
	15.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai komisi Irigasi;

	
	
	16.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

	
	
	17.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

	
	
	18.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;

	
	
	19.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36).

	
	
	20.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

	
	
	21.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46).


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI BARAT.


Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Pusat;

7. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Dewan SDA Provinsi adalah Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi;

8. Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota yang selanjutnya Dewan SDA Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Kabupaten/Kota;

9. Menteri adalah Menteri yang membidangi Sumber Daya Air;

10. Ketua Dewean Sumber Daya Air Provinsi yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Barat;

11. Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang selanjutnya disebut Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Barat;
12. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air;

13. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;

14. Unsur-unsur pemerintah adalah wakil-wakil instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kbupaten/kota;
15. Unsur-unsur non pemerintah adalah wakil-wakil yang berasal dari kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air; 
16. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
17. Progarm adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan SDA Provinsi.
(2) Keanggotaan Dewan SDA Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan
Pasal 3

(1) Dewan SDA Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(2) Dewan SDA Provinsi bersifat nonstruktural berada di bawah dan tanggungjawab kepada Guebrnur.
Bagian Kedua

Tugas
Pasal 4
Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat(2) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan SDA melalui :
a. Penyusunan dan Perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan SDA Provinsi berdasarkan kebijakan nasional SDA dengan memperhatikan kepentingan provinsi lainnya.
b. Membahas dan menetapkan program pengelolaan SDA provinsi dan rencana kegiatan pengelolaan SDA 5 (lima) tahunan provinsi.

c. Memfasilitasi dan mengoorganisasikan program pengelolaan SDA dan rencana kegiatan pengelolaan SDA 5 (lima) tahunan kabupaten/kota, berdasarkan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
d. Penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi di provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi nasional.

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang dilaksanakan olah SKPD dan instansi/pihak terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan SDA provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui :

a. Konsultasi dengan pihak terkait guna ketepaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi.
b. Pengintegrasian dan penyelarasan kepentignan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada irigasi provinsi .

c. Pematauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi.

d. Konsultasi dengan Pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometereologi dan hidrogeologi pada tingkat provinsi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, Dewan SDA Provinsi wajib meyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan SDA Nasional.
BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu

Organisasi

Paragraf 1

Susunan Organisasi

1. Susuna organisasi Dewan SDA Provinsi terdiri atas :

a. Ketua merangkap anggota.

b. Ketua Harian merangkap anggota

c. Momisi-komisi.

d. Anggota.

2. Ketua dijabat Gubernur.

3. Ketua Harian Dewan SDA Provinsi dijabat oleh kepala SKPD yang membidangi SDA.

4. Anggota Dewan SDA Provinsi dapat diintegrasilan ke dalam beberapa komisi, kecuali dan ketua harian.
5. Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. Komisi konservasi SDA.

b. Komisi pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
c. Komisi sistem informasi SDA.

d. Komisi pemberdayaan dan pengawasan SDA.

6. Tugas dan fungsi komisi akan diatur oleh Dewan SDA Provinsi.

7. Keanggotaan Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berasal dari unsur pemerintah provinsi dan non pemerintah dalam jumlah yang seimbang / proporsional atas dasar prinsip keterwakilan.

8. Dewan SDA dapat dibantu oleh tenaga ahli yang diusulkan oleh ketua berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

9. Bagan struktur organisasi Dewan SDA Provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Keanggotaan 

Pasal 8
(1) Keanggotaan Dewan SDA Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah di provinsi dari perwakilan SKPD terkait dengan SDA meliputi :
a. SKPD yang membidangi perencanaan di daerah, SKPD yang membidangi Sumber Daya Air.

b. SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

c. SKPD yang membidangi pertanian.

d. SKPD yang membidangiperkebunan.

e. SKPD yang membidangi kesehatan.

f. SKPD yang membidangi kehutanan.

g. SKPD yang membidangi transportasi.

h. SKPD yang membidangi perindustrian.

i. SKPD yang membidangi pertambangan.

j. SKPD yang membidangi pendidikan.

k. SKPD yang membidangi meteorologi dan geofisika.

(2) Keanggotaan Dewan SDA Provinsi yang berasal dari unsur non pemerintah di provinsi dapat berasal dari unsur-unsur yang meliputi :
a. Organisasi / sosialisasi ,asyarakat adat.

b. Organisasi / sosialisasi pengguna air untuk pertanian.

c. Organisasi / sosialisasi pengusaha air minum.

d. Organisasi / sosialisasi industri pengguna air.

e. Organisasi / sosialisasi pengguna air untuk perikanan.

f. Organisasi / sosialisasi konservasi sumber daya air.

g. Organisasi / sosialisasi pengguna SDA untuk energi listrik.

h.  Organisasi / sosialisasi pengguna SDA untuk transportasi.

i. Organisasi / sosialisasi pengguna SDA untuk pariwisata/olah raga.

j. Organisasi / sosialisasi pengguna SDA pertambagan.

k. Organisasi / sosialisasi pengusaha bidang kehutanan.

l. Organisasi / sosialisasi pengendali daya rusak air.

m. Organisasi / sosialisasi pemerhati sumber daya air.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9
1. Anggota Dewan SDA Provinsi berasal dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul SKPD yang membidangi SDA.
2. Pengusaha anggota dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pemilihan secara demokratis.

3. Pelaksanaan pemilihan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh panitia seleksi.

4. Pemilihan anggota dewan SDA Provinsi berasal dari unsur non pemerintah diselenggarkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja keanggotaannya.

5. Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada periode berikutnya dilaksanakan oleh panitia seleksi yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan SDA Provinsi.
6. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10
1. Keanggotaan Dewan SDA Provinsi dari unsur non pemerintah dianggkat untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

2. Dalam masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian antarwaktu anggota Dewan SDA Provinsi apabila yang bersangkutan1 :

a. Mengundurkan diri.
b. Meninggal dunia.

c. Tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap paling singkat selama 1 (satu) tahun.

d. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdaasrkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

e. Ditarik kembali oleh unsur yang mewakilinya.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 1

1. Jenis sidang Dewan SDA Provinsi terdiri dari :

2. Sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihadiri oleh seluruh anggota.

3. Sidang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh ketua komisi dan anggota komisi.

Pasal 12
1. Dewan SDA Provinsi melaksanakan sidang paripurna paling singkat 1 (satu) kali setahun.

2. Sidang Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan dihadiri para anggota.

3. Dalam hal Ketua berhalangan sidang dipimpin oleh Ketua Harian.
4. Dalam melaksanakan persidangan, Dewan SDA Provinsi dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat terkait.

5. Tata tertib persidangn dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan SDA Provinsi.

Pasal 13
1. Ketua berwenang :

a. menetapkan rencana kerja Dewan SDA Provinsi;

b. menetapkan tata tertib persidangan Dewan SDA Provinsi;

c. memimpin rapat Dewan SDA Provinsi sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan; dan

d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Provinsi.

2. Ketua Harian bertugas :

a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar sector, antar wilayah kabupaten/kota, dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;

b. melaksanakan tugas ketua dewan dalam hal ketua dewan sumber daya air berhalangan;

c. mengoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air; dan

d. mengoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistim informasi Hidrologi, Hedrometeorologi dan Hidrogeologi pada tingkat provinsi.

BAB V

SEKRETARIAT DEWAN SDA PROVINSI

Pasal 14

1. Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Dewan SDA Provinsi;

2. Sekretariat Dwwan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan sumber daya air provinsi;

b. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh dewan sumber daya air provinsi;

c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

d. Menyelenggarakan administrasi keuangan; dan

e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihn angoota dewan atas unsur non pemerintah.

3. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif  berada dibawah SKPD yang membidangi SDA.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA ANTAR DEWAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 15

1. Hubungan kerja antar Dewan SDA Nasional, Dewan SDA Provinsi, Dewan SDA Kabupaten/kota, Dewan SDA wilayah sungai lintas provinsi, Dewan SDA wilayah sungai strategis wilayah nasional, Dewan SDA wilayah sungai lintas kabupaten/kota bersifat koordinatif dan konsultatif.

2. Hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan antarawilayah administratif, antarkepentingan antarsektor, atau urusan kepentingan sosial.

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam pasal  4 dan pasal 5, Dewan SDA Provinsi dapat meminta masukan Dewan SDA Kabupaten/Kota, dan atau Dewan SDA wilayah sungai dalam satu Kabupaten/Kota.

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Dewan SDA Provinsi dapat meminta pertimbangan Dewan SDA wilayah sungai lintas provinsi, Dewan SDA wilayah sungai strategis wilayah nasional, dan atau Dewan SDA Nasional.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiaan dalam pelaksanaan Dewan SDA Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 14 Juni 2010

GUBERNUR SULAWESI BARAT

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 06
PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR        TAHUN 2010

TENTANG

DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI

I. UMUM

Peraturan dan pengolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 pengelolaan sumber daya air, dimaksudkan agar :
a. Pendayagunaan sumber daya air dapat dilaksanakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.
b. Terciptanya keseimbangan antara fungsi social, lingkungan hidup dan ekonomi sumber daya air.
c. Tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum sumber daya air secara efektif dan efisien.
d. Terlindunginya hak setiap warga Negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan sumber daya air

Kebijakan pengelolaan sumber daya air dimaksudkan sebagai acuan strategis dalam mengintegrasikan pengembangan wilayah administrasi dan pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai dengan memperhatikan kondisi wilayah administrative, seperti pengembangan produk, ekonomi, sosial budaya.
Sumber daya air merupakan daya alam secara alamiah berada di wilayah hidrografis yang disebut Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengikuti siklus hidrologi.

Ketersediaan sumber daya air pada setiap DAS sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan hidrologi setempat, dalam hal ini, dapat mengakibatkan DAS ketersediaan airnya banyak atau sebaliknya. Untuk mewujudkan asas keseimbangan dan keadilandalam pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan pengelompokan beberapa DAS yang disebut wilayah sungai dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air dalam suatu wilayah sungai dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaannya. Dengan pertimbangan yang sama, kupulan pulau kecil dapat pula digabungkan pengelolaannya menjadi suatu wilayah sungai.

Pengelolaan sumber daya air akan berdampak pada kondisi sumber daya lainnya dan sebaliknya. Agar pengelolaan berbagai sumber daya tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, diperlukan suatu acuan pengelolaan terpadu antar instansi dan antar wilayah, yaitu berupa pola pengelolaan sumber daya air. Penyusunan pola pengelolaan SDA harus dilakukan secara terbuka melalui pelibatan oleh pihak yang berwenang agar pola tersebut mengikat berbagai pihak yang berkepentingan.
Pola pengelolaan SDA merupakan kerangka dasar untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan onservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air pada tujuan dan dasar pertimbangan. Scenario kondisi wilayah sungai pada masa yang akan dating, strategi pengelolaan SDA dan kebijakan opersional pengelolaan SDA.

Pola pengelolaan sumber daya air dijabarkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Rencana yang dimaksud bagi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air oleh setiap sector dan wilayah administrasi. Rencana induk tersebut meliputi :
a. Pokok-pokok program konservasi SDA.
b. Pendayagunaan SDA.

c. Pengendalian daya rusak air.

d. System informasi SDA

Rencana pengelolaan SDA merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, pelaksanaan kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pelaksanaan konstruksi prasarana SDA, operasi dan pemeliharaan SDA yang meliputi pemeliharaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan unsur masyarakat baik perseorangan, kelompok masyarakat dan badan usaha.

Demi kelangsungan fungsi dan manfaat SDA yang meliputi daya dukung dan daya tampung dilakukan konservasi sumber daya air dengan kegiatan perlindungan dan pelestarian SDA, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan SDA. Pemerintah dan pemerintah daerah setempat mungkin mengutamakan kegiatan yang bersifat non fisik dari pada yang bersifat fisik serta mendorong masyarakat untuk melaksanakan upaya pengawetan dan penghematan air.
Pendayagunaan sumber daya air bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sosial sebagai kebutuhan pokok masyarakat secara adil. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui panatagunaan, penyediaan, penggunaan dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, penerbangan dan pengusahaan sumber daya air.

Pengendalian daya rusak perlu dilakukan terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan atau perbaikan akibat bencana alam dengan prioritas utama adalah upaya pencegahan.
Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan SDA adalah menyelenggarkan system informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya. Sistem informasi SDA merupakan jaringan informasi yan tersebar dan dikelola oleh berbagai institusii, baik di tingkat pusat maupun daerah perlu dikelola secara terpadu untuk memenuhi keakuratan, kebenaran dan ketepatan waktunya serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
Pembiayaan pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk mendukung terlaksananya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pengguna sumber daya air wajib menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Biaya jasa pengelolaan sumber daya air bukan merupakan pembayaran atas harga air, akan tetapi penggantian sebahagian biaya yang diperlukan untuk mengelolaan SDA. Kewajibantersebut dikecualikan bagi pengguna sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat.
Perizinan dalam penggunaan sumber daya air merupakan upaya pengendalian untuk mewujudkan ketertiban pengelolaan SDA, melindungi hak masyarakat dalam memperoleh air dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian (irigasi).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Imdonesia sebagai wadah koordinasi di tingkat pusat
Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas


Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masukan” adalah sebagai berikut :

Dalam memenuhi yang dimaksud pada Pasal 4 dan untuk memenuhi pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan menyeluruh, maka diperlukan misalnya penetapan batas wilayah administrasi (sosial budaya,ekonomi dan kebutuhan air)

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perimbangan” adalah memadukan kebijakan pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air yang dirumuskan Dewan Sumber Daya Air dan Tim Koorsinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSD) wilayah sungai lintas provinsi san strategis nasional misalnya : kebijakan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekunga air tanah, program pelaksanaan pembangunan prasarana sungai, operasi dan pemeliharaan sungai dan prasarananya serta sistem informasi sumber daya air. 

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas
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